Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan
Asuransi dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan = AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY IN PROPOSING A DEPOSIT OF DEBT PAYMENT
OBLIGATIONS TO INSURANCE COMPANIES IN REALIZING
XBES%EIER\(/ISI ON FUNCTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES

Nur Rezki Amalia Aliyas, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20527816& |okasi=Iokal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa K euangan dan
Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang
menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan
PKPU haruslah dimaknai sebagai bagian dari fungsi pengawasan kepada Perusahaan asuransi, untuk itu
kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan PKPU harus pula dimaknai hanya untuk dan atas nama
Perusahaan asuransi. OJK tidak bisa membatas hak para kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU
karena melanggar prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP; Pasal 27 ayat
(1) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Baik
pengawasan preventif maupun pengawasan represif yang dilakukan oleh OJK dalam industri asuransi

hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai persoalan gagal
bayar dari berbagai perusahaan asuransi di tanah air. Hal ini membuktikan OJK telah gagal melaksanakan
pengawasan secara optimal. Untuk itu, dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asurangi,
OJK tidak boleh membatasi hak para Kreditur di dalam mengajukan permohonan PKPU karena permohonan
PKPU merupakan caraterbaik didalam menyelesaiakan persoalan hukum khususnya berkenaan dengan
pembayaran klaim asuransi para nasabah yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.Hal ini penting guna
mewujudkan pengawasan yang seimbang baik untuk kepentingan Kreditor maupun untuk kepentingan
Debitur, yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian asuransi.

...... This study aims to analyze the authority of the financial services authority in submitting a postponement
of debt payment obligations associated with the supervisory function of the Financial Services Authority and
the protection of the interests of the parties. This research isanormative juridical research that uses an
explanatory method with a conceptual approach and laws and regulations that are analyzed qualitatively.
The results of the study show that the authority of the OJK in submitting a PK PU application must be
interpreted as part of the supervisory function to insurance companies, for that the OJK's authority in
submitting a PKPU application must also be interpreted only for and on behalf of the insurance company.
OJK cannot limit the rights of creditors to apply for PK PU because it violates the principle of freedom of
contract as regulated in Article 1338 of the Criminal Code; Article 27 paragraph (1) jo. Article 28 D
paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Article 17 of Law no. 39 of 1999
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concerning Human Rights. Both preventive and repressive supervision carried out by OJK in the insurance
industry have not yet run optimally. Thisis marked by the emergence of various problems of default from
various insurance companies in the country. This proves that OJK hasfailed to carry out optimal
supervision. For this reason, in submitting a PK PU application to an insurance company, OJK may not limit
the rights of creditorsin submitting a PKPU application because a PKPU application is the best way to
resolve legal issues, especially with regard to payment of insurance claims for customers who are due and
can be billed. Thisisimportant in order to realize balanced supervision both for the benefit of Creditors and
for the interests of Debtors, which in the end can achieve justice for the parties in the insurance agreement.



